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 Integrasi peradilan digital di Indonesia telah muncul sebagai 

pendekatan transformatif untuk mengatasi tantangan yang telah lama 

ada di dalam sistem peradilan, seperti inefisiensi, aksesibilitas yang 

terbatas, dan kekhawatiran akan transparansi. Penelitian ini mengkaji 

implementasi peradilan digital melalui analisis yuridis normatif, 

dengan fokus pada dampaknya terhadap akuntabilitas dan efisiensi 

peradilan. Penelitian ini menyoroti kerangka hukum yang mendasari 

peradilan digital, termasuk peraturan dan kebijakan utama, sambil 

mengidentifikasi kekuatannya, seperti peningkatan transparansi, 

pengurangan penundaan prosedural, dan penghematan biaya. 

Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk 

kesenjangan digital, masalah keamanan data, dan kesenjangan 

peraturan. Dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik global dan 

menyelaraskan inisiatif peradilan digital dengan prinsip-prinsip 

konstitusional, studi ini memberikan rekomendasi yang dapat 

ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan efektivitas peradilan digital di 

Indonesia. Temuan-temuan ini berkontribusi pada wacana yang lebih 

luas tentang modernisasi sistem peradilan dengan tetap menjunjung 

tinggi keadilan dan inklusivitas. 

ABSTRACT 

The integration of digital justice in Indonesia has emerged as a transformative 

approach to addressing longstanding challenges within the judicial system, 

such as inefficiencies, limited accessibility, and concerns over transparency. 

This study examines the implementation of digital justice through a normative 

juridical analysis, focusing on its impact on judicial accountability and 

efficiency. The research highlights the legal framework underpinning digital 

justice, including key regulations and policies, while identifying its strengths, 

such as enhanced transparency, reduced procedural delays, and cost savings. 

However, challenges remain, including the digital divide, data security issues, 

and regulatory gaps. By drawing on global best practices and aligning digital 

justice initiatives with constitutional principles, the study provides actionable 

recommendations to optimize the effectiveness of digital justice in Indonesia. 

The findings contribute to the broader discourse on modernizing judicial 

systems while upholding fairness and inclusivity.  
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1. PENDAHULUAN 

Sistem peradilan merupakan landasan tata kelola masyarakat, memastikan perlindungan 

hak-hak, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum. Adopsi peradilan digital di Indonesia 

bertujuan untuk mengatasi inefisiensi, aksesibilitas terbatas, dan masalah transparansi dalam sistem 

peradilan melalui integrasi teknologi canggih. Proses peradilan yang dimodernisasi diharapkan 

mampu memberikan keadilan yang lebih efisien, adil, dan meningkatkan kepercayaan publik 

dengan mengurangi biaya serta durasi penyelesaian perkara. Digitalisasi menawarkan berbagai 

manfaat, termasuk efisiensi dan pengurangan biaya melalui perangkat digital yang 

menyederhanakan proses pengadilan, mengurangi penumpukan perkara, serta mempercepat 

penyelesaian perkara dengan bantuan teknologi seperti AI dan analisis data besar (Ahmed et al., 

2024; Bhatt et al., 2024). Selain itu, platform digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas, 

memungkinkan masyarakat terpencil atau kurang terlayani untuk terlibat lebih aktif dalam proses 

hukum (Disantara, 2024). Transparansi dan akuntabilitas juga meningkat melalui catatan elektronik 

yang mudah diaudit dan dilacak (SINGH, 2024). Namun, tantangan tetap ada, seperti risiko 

kesenjangan teknologi akibat adopsi yang tidak merata, pentingnya integrasi budaya agar sistem 

hukum tetap relevan secara sosial, dan kebutuhan akan keamanan serta privasi data yang kuat 

untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan publik (Disantara, 2024; SINGH, 

2024). 

Peradilan digital, melalui integrasi teknologi, memiliki potensi besar untuk 

menyederhanakan proses, mengurangi penundaan, dan meningkatkan transparansi, serta 

memberikan akses yang lebih baik kepada individu di daerah terpencil, sehingga mendorong 

kesetaraan hukum. Inovasi seperti pengarsipan elektronik, sidang virtual, dan manajemen litigasi 

otomatis mendukung efisiensi operasional, misalnya melalui percepatan prosedur konsiliasi dengan 

manajemen dokumen elektronik (Ardelean, 2013). Teknologi dalam peninjauan yudisial juga 

meningkatkan transparansi dan aksesibilitas, sebagaimana diterapkan di Uni Eropa, Amerika 

Serikat, dan Inggris (Setiawan et al., 2024). Digitalisasi menjembatani kesenjangan akses, sejalan 

dengan teori "Hukum dan Masyarakat" yang menyoroti peran perangkat digital dalam 

mendefinisikan ulang aksesibilitas hukum (Correia et al., 2024; Gaffar, 2024). Namun, tantangan 

seperti kesenjangan adopsi teknologi dan risiko ketidaksetaraan tetap menjadi perhatian, 

sebagaimana diungkapkan dalam pengalaman reformasi peradilan di Cina yang menekankan 

pentingnya keadilan digital melengkapi sistem tradisional (Correia et al., 2024). 

Di Indonesia, pergeseran menuju peradilan digital telah didorong oleh reformasi hukum 

dan meningkatnya pengakuan atas peran teknologi dalam mencapai efisiensi dan akuntabilitas 

peradilan. Inisiatif Mahkamah Agung, seperti peluncuran sistem e-Court, menandai kemajuan yang 

signifikan dalam domain ini. Namun, transisi menuju peradilan digital bukannya tanpa tantangan. 

Isu-isu yang berkaitan dengan keamanan data, literasi digital, dan akses yang adil terhadap 

teknologi harus ditangani secara hati-hati untuk memastikan efektivitas dan inklusivitas sistem. 

Transisi menuju peradilan digital di Indonesia, melalui inisiatif seperti sistem e-Court, merupakan 

langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas peradilan, didorong oleh reformasi 

hukum dan pemanfaatan teknologi untuk modernisasi proses hukum. Mahkamah Agung telah 

menerapkan ruang sidang elektronik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, sesuai dengan 

tantangan global (Mulyana, 2014), sementara kerangka hukum seperti PERMA Nomor 4 Tahun 2020 

mendukung administrasi dan persidangan elektronik untuk mempercepat penyelesaian perkara 

(Sari et al., 2024). Namun, tantangan tetap ada, termasuk risiko keamanan data akibat ancaman siber 
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(Kaffah & Badriyah, 2024), kebutuhan literasi digital bagi profesional hukum dan masyarakat yang 

membutuhkan pelatihan komprehensif (Firdausyi et al., 2023), serta memastikan akses teknologi 

yang adil agar tidak terjadi kesenjangan infrastruktur yang menghambat partisipasi (Judijanto, 2024; 

Sagita et al., 2024). Peluang perbaikan meliputi pemanfaatan big data dan AI untuk meningkatkan 

penilaian dampak regulasi dan pembuatan undang-undang yang adaptif (Disantara, 2024), serta 

integrasi adat istiadat lokal untuk harmonisasi budaya dalam sistem hukum nasional (Disantara, 

2024). 

Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis normatif terhadap penggunaan 

peradilan digital di Indonesia, dengan fokus pada implikasinya terhadap akuntabilitas dan efisiensi 

dalam sistem peradilan. Dengan mengkaji undang-undang, peraturan, dan studi kasus yang 

relevan, penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi sejauh mana inisiatif peradilan digital sejalan 

dengan mandat konstitusional Indonesia untuk menyediakan sistem hukum yang adil dan mudah 

diakses. Lebih lanjut, makalah ini akan mengidentifikasi potensi masalah hukum dan etika yang 

terkait dengan penerapan peradilan digital dan mengajukan rekomendasi untuk mengoptimalkan 

implementasinya. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

Peradilan digital, yang berakar pada modernisasi hukum dan determinisme 

teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi, dan efisiensi sistem peradilan. Integrasi perangkat digital seperti sistem 

pengadilan elektronik dan AI mendukung transparansi dengan menyediakan akses waktu 

nyata ke informasi kasus dan jejak audit, sehingga menjaga kepercayaan publik dan 

kepatuhan etis (Aziz et al., 2023; Mejía-Alvarado et al., 2024). Selain itu, AI mengotomatisasi 

tugas-tugas rutin, meski pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memastikan keadilan 

dan pertimbangan etika (Mejía-Alvarado et al., 2024). Digitalisasi melalui manajemen kasus 

otomatis, sidang virtual, dan prosedur elektronik seperti pengiriman dokumen jarak jauh 

dan konferensi video mengatasi penundaan prosedural, keterbatasan sumber daya, dan 

biaya, sehingga membuat keadilan lebih efisien dan mudah diakses (Kulinich et al., 2023; 

Присяжнюк, 2024). Namun, tantangan seperti kesenjangan teknologi, risiko keamanan 

siber, dan potensi memperburuk ketidaksetaraan tetap menjadi perhatian, yang 

memerlukan pendekatan seimbang untuk mengelola dampak digitalisasi terhadap 

aksesibilitas dan inklusivitas dalam sistem hukum (Gaffar, 2024; Присяжнюк, 2024). 

2.2  Dasar Hukum Peradilan Digital di Indonesia 

Implementasi peradilan digital di Indonesia didukung oleh kerangka hukum yang 

kuat, seperti UU No. 48 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, dan 

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, yang secara kolektif memberikan fondasi 

komprehensif untuk memodernisasi sistem peradilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip 

konstitusional. Kerangka ini mengamanatkan keadilan, transparansi, dan aksesibilitas 

melalui inovasi digital, termasuk pengarsipan elektronik, pembayaran elektronik, dan 

sidang virtual (Mulyana, 2014; Sari et al., 2024). Mahkamah Agung juga telah 

memperkenalkan ruang sidang elektronik (e-Court) untuk meningkatkan efisiensi dan 

keadilan (Firdausyi et al., 2023), sementara penggunaan big data dan AI semakin mendukung 

efektivitas penanganan perkara (Sari et al., 2024). Tantangan seperti perlunya infrastruktur 

digital yang merata, termasuk layanan 5G, dan penegakan perlindungan data pribadi tetap 

menjadi fokus utama untuk memastikan akses yang adil dan mencegah praktik tidak etis 

(Anindya & Sari, 2024; Prahendratno et al., 2023). Integrasi teknologi digital di seluruh 

layanan pemerintah menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan 

akuntabilitas publik (Disantara, 2024). 

2.3 Keadilan Digital dalam Konteks Global 

Peradilan digital telah menjadi elemen kunci dalam modernisasi sistem peradilan 

global, dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Inggris memimpin dalam 
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mengadopsi platform digital untuk manajemen kasus dan persidangan. Sistem PACER di 

Amerika Serikat meningkatkan transparansi dengan memberikan akses publik terhadap 

dokumen pengadilan secara online, sementara proyek e-Court di India mendigitalkan proses 

pengadilan untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat terpinggirkan 

(Jaya & Hikmah, 2024; Papysheva, 2024). Sidang virtual di Inggris selama pandemi COVID-

19 menggarisbawahi peran teknologi dalam menjaga kelangsungan peradilan. Manfaat 

peradilan digital meliputi transparansi, seperti yang ditunjukkan oleh PACER, efisiensi 

dalam mengurangi penundaan melalui proyek e-Court, serta inklusivitas dengan 

menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan (Bhat et al., 2024; Gaffar, 2024; 

Indradjaja & Wijaya, 2024). Namun, tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan teknologi 

yang dapat memperburuk ketidaksetaraan, risiko bias dalam pengambilan keputusan 

otomatis oleh AI, dan kebutuhan investasi besar dalam infrastruktur serta pelatihan untuk 

mendukung implementasi sistem digital (Papysheva, 2024). 

2.4 Peradilan Digital di Indonesia 

Penerapan sistem e-Court di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam 

lanskap peradilan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Inisiatif 

peradilan digital ini menyederhanakan manajemen perkara melalui pengarsipan elektronik, 

penyerahan bukti, dan proses pembayaran, sehingga mengurangi interaksi tatap muka serta 

meminimalkan peluang korupsi. Sistem ini mendukung prinsip peradilan yang sederhana, 

cepat, dan berbiaya ringan, seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, yang 

memfasilitasi administrasi dan persidangan secara elektronik (Purnomo et al., 2024; Sari et 

al., 2024). Selain itu, penggunaan aplikasi teknologi informasi seperti E-Filing dan E-Payment 

turut mendorong transparansi dengan mengurangi pungutan liar dan praktik makelar 

kasus (Syauket et al., 2024). Efisiensi peradilan juga meningkat dengan penurunan 

penundaan prosedural, memungkinkan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan 

menjadikan proses lebih mudah diakses (Purnomo et al., 2024). Namun, tantangan seperti 

kesenjangan digital dan infrastruktur yang tidak memadai di daerah terpencil menghambat 

implementasi penuh sistem ini, sementara kekhawatiran terkait keamanan serta privasi data 

menjadi isu penting yang perlu diselesaikan untuk memastikan penanganan informasi 

sensitif secara aman (Kovalchuk et al., 2024; Rahmatang et al., 2019; Rodríguez-Zurita et al., 

2024). 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk 

menganalisis landasan hukum keadilan digital di Indonesia, yang mencakup undang-

undang, peraturan, dan kebijakan peradilan. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana 

keadilan digital meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam sistem peradilan, sekaligus 

mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk mengoptimalkan implementasinya. 

3.2 Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder, termasuk dokumen hukum 

dan peraturan seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan yang terkait dengan 

proses peradilan dan keadilan digital di Indonesia. Studi ini juga menggunakan laporan-

laporan peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Indonesia, khususnya yang 

membahas implementasi dan kinerja sistem e-Court. Selain itu, literatur akademis, termasuk 

buku, artikel jurnal, dan prosiding konferensi tentang keadilan digital, akuntabilitas 

peradilan, dan efisiensi, juga menjadi bagian penting dalam analisis ini. Tolok ukur global, 

seperti laporan dan studi kasus dari yurisdiksi seperti Amerika Serikat, India, dan Inggris, 

lebih lanjut memberikan wawasan komparatif ke dalam implementasi peradilan digital. 

3.3 Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis melalui beberapa metode. Analisis konten 

melibatkan pemeriksaan undang-undang, peraturan, dan laporan peradilan untuk 
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mengidentifikasi ketentuan yang terkait dengan peradilan digital, mengelompokkannya ke 

dalam tema-tema seperti akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan tantangan hukum. 

Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kerangka kerja peradilan digital 

Indonesia dengan praktik-praktik terbaik internasional, menyoroti kesenjangan dan area 

yang perlu diperbaiki. Analisis kritis mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan inisiatif 

keadilan digital di Indonesia, menilai kesesuaiannya dengan mandat konstitusional dan 

prinsip-prinsip proses hukum. Terakhir, interpretasi kualitatif mensintesiskan temuan-

temuan untuk menyimpulkan efektivitas peradilan digital dalam meningkatkan 

akuntabilitas dan efisiensi, serta memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti 

untuk perbaikan kebijakan dan praktik. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

a. Kerangka Hukum Peradilan Digital di Indonesia 

Penerapan peradilan digital di Indonesia didukung oleh kerangka hukum yang 

kuat yang bertujuan untuk memodernisasi proses peradilan dengan tetap menjunjung 

tinggi prinsip-prinsip transparansi, aksesibilitas, dan keadilan. UU No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan lembaga peradilan untuk memastikan 

peradilan yang adil dan tidak memihak sembari memanfaatkan teknologi untuk 

meningkatkan pelayanan. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang 

Proses Pengadilan Secara Elektronik meresmikan sistem e-Court, yang mencakup 

pengarsipan elektronik, pembayaran elektronik, dan sidang virtual. Selain itu, 

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) mendorong digitalisasi di seluruh fungsi pemerintahan, termasuk peradilan, 

untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Kerangka kerja ini sejalan dengan 

mandat konstitusional Indonesia untuk menyediakan peradilan yang “cepat, sederhana, 

dan berbiaya ringan.” Namun, masih ada tantangan yang dihadapi, terutama dalam 

memastikan inklusivitas bagi masyarakat yang terpinggirkan dengan akses digital yang 

terbatas. 

b. Dampak Peradilan Digital terhadap Akuntabilitas 

Inisiatif peradilan digital telah secara signifikan meningkatkan akuntabilitas 

peradilan di Indonesia melalui peningkatan transparansi dan mekanisme pengawasan 

yang lebih baik. Sistem e-Court memungkinkan pelacakan perkembangan perkara 

secara real-time, memberikan akses kepada pihak yang berperkara dan publik untuk 

mengakses jadwal pengadilan, pembaruan perkara, dan putusan, sementara 

dokumentasi digital meminimalisir peluang korupsi dengan mengurangi interaksi tatap 

muka antara petugas pengadilan dan pihak yang berperkara. Selain itu, sistem 

manajemen perkara yang terotomatisasi menghasilkan jejak audit yang terperinci, 

memungkinkan pemantauan yang lebih efektif atas kepatuhan prosedural dan kinerja 

pengadilan oleh badan-badan pengawas independen. Namun, tantangan tetap ada, 

termasuk memastikan keakuratan dan keamanan catatan digital dan mengatasi masalah 

literasi digital di antara pengguna pengadilan. 

c. Dampak Peradilan Digital terhadap Efisiensi 

Penerapan peradilan digital telah secara signifikan meningkatkan efisiensi 

peradilan di Indonesia dengan mengurangi penundaan prosedural dan memungkinkan 

penghematan biaya. Sistem e-filing merampingkan proses pengarsipan dengan 

menghilangkan kebutuhan untuk menyerahkan dokumen fisik, sementara sidang 

virtual memungkinkan kasus-kasus untuk dilanjutkan tanpa mengharuskan semua 

pihak untuk hadir secara fisik, sebuah keuntungan penting selama keadaan darurat 

seperti pandemi COVID-19. Platform digital juga menurunkan biaya perjalanan dan 

biaya administrasi untuk pihak yang berperkara dan profesional hukum, sementara 

mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti penjadwalan dan manajemen dokumen 
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meningkatkan alokasi sumber daya di dalam peradilan. Namun, peningkatan efisiensi 

ini tidak terdistribusi secara merata, karena daerah pedesaan dan daerah tertinggal 

sering kali tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat 

penuh dari peradilan digital. 

d. Tantangan dalam Menerapkan Peradilan Digital 

Meskipun keadilan digital menawarkan banyak manfaat, implementasinya 

menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam mengatasi kesenjangan digital. 

Akses teknologi yang terbatas di daerah-daerah terpencil membuat sebagian besar 

masyarakat tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses peradilan digital. Selain itu, 

kurangnya literasi digital di antara para pihak yang berperkara dan profesional hukum 

menjadi penghalang untuk menggunakan sistem e-Court secara efektif, sehingga 

membatasi potensi peradilan digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. 

Kekhawatiran utama lainnya adalah keamanan dan privasi data. Menjaga 

kerahasiaan dan integritas data hukum yang sensitif sangat penting, karena 

pelanggaran dapat merusak kredibilitas peradilan dan kepercayaan publik. Peraturan 

yang ada yang mengatur perlindungan data dalam konteks peradilan perlu diperkuat 

untuk memerangi ancaman siber yang muncul. Selain itu, kesenjangan peraturan masih 

ada, dengan undang-undang yang ada membutuhkan pembaruan untuk mengatasi 

masalah seperti diterimanya bukti digital dan keabsahan yurisdiksi dari sidang virtual, 

memastikan kerangka hukum mengimbangi kemajuan teknologi. 

e. Peluang untuk Meningkatkan Peradilan Digital 

Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, peradilan digital memberikan 

peluang yang signifikan bagi peradilan Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas, 

efisiensi, dan kepercayaan publik. Investasi dalam infrastruktur digital, terutama di 

daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani, dapat memperluas akses terhadap 

layanan peradilan, sementara program literasi digital untuk petugas pengadilan dan 

pengguna dapat meningkatkan pemanfaatan platform digital secara efektif. 

Memperbarui kerangka kerja peraturan untuk mengatasi tantangan yang muncul, 

seperti integrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam pengambilan 

keputusan peradilan, dapat membuat sistem peradilan Indonesia menjadi lebih baik di 

masa depan, dan memperkuat undang-undang perlindungan data untuk memastikan 

kepatuhan terhadap standar keamanan siber dan privasi internasional. Selain itu, 

kampanye kesadaran publik dapat menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan yang 

lebih besar terhadap inisiatif keadilan digital, mendorong partisipasi yang lebih luas 

dalam proses peradilan. 

4.2 Pembahasan 

a. Peran Peradilan Digital dalam Meningkatkan Akuntabilitas 

Peradilan digital secara signifikan meningkatkan akuntabilitas peradilan di 

Indonesia dengan memanfaatkan teknologi seperti e-Court dan manajemen perkara 

secara otomatis untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir korupsi 

(Agustina & Rachmawati, 2020; Kharlie & Cholil, 2020). Dokumentasi digital dan jejak 

audit memungkinkan pengadilan untuk memantau kepatuhan terhadap standar 

prosedural, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan 

(Putra, 2020; Susanto, 2020; Syauket et al., 2024). Namun, masih ada tantangan yang 

dihadapi, termasuk memastikan keakuratan catatan digital dan memitigasi kerusakan 

teknis. Selain itu, menyeimbangkan transparansi dengan privasi sangat penting, karena 

akses publik yang berlebihan terhadap detail kasus yang sensitif dapat membahayakan 

kerahasiaan. Pembuat kebijakan harus membuat pedoman yang jelas untuk 

menentukan batas-batas akses publik sekaligus melindungi privasi pihak yang 

berperkara. 

b. Peningkatan Efisiensi Melalui Peradilan Digital 
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Peradilan digital telah memberikan keuntungan efisiensi yang substansial bagi 

peradilan di Indonesia. Inovasi seperti e-filing dan sidang virtual telah merampingkan 

pemrosesan perkara, mengurangi penundaan prosedural, dan menurunkan biaya 

administrasi. Kemajuan-kemajuan ini sangat bermanfaat dalam mengatasi 

penumpukan perkara dan meningkatkan akses terhadap keadilan di daerah-daerah 

yang kurang terlayani (Gerry & Rizkiana, 2023; Hasyim, 2022). Namun demikian, 

kesenjangan digital menjadi kendala utama, karena banyak daerah pedesaan yang tidak 

memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam 

proses peradilan digital. Selain itu, literasi digital yang terbatas di kalangan pengguna 

pengadilan dan profesional hukum menghambat adopsi penuh sistem e-Court (Aziz et 

al., 2023; Djamaludin et al., 2023; Syahuri & Saputra, 2024). Menjembatani kesenjangan 

ini membutuhkan investasi yang ditargetkan dalam infrastruktur dan program 

peningkatan kapasitas untuk memastikan akses yang adil terhadap peradilan digital. 

c. Tantangan Hukum dan Etika 

Meskipun peradilan digital sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional 

Indonesia, namun ada beberapa tantangan hukum dan etika. Isu-isu seperti diterimanya 

bukti digital dan keabsahan persidangan virtual di bawah hukum yang ada perlu 

diklarifikasi lebih lanjut. Secara etis, penting untuk memastikan bahwa peradilan digital 

tidak merugikan individu yang tidak memiliki akses ke teknologi. Selain itu, keamanan 

dan privasi data merupakan masalah yang sangat penting, karena peradilan harus 

menjaga kerahasiaan dan integritas catatan digital untuk menjaga kepercayaan publik. 

Langkah-langkah keamanan siber harus diprioritaskan, dan kerangka kerja hukum 

harus diperbarui untuk mengatasi ancaman yang muncul di ranah digital. 

d. Peluang untuk Perbaikan 

Tantangan dalam menerapkan peradilan digital juga menghadirkan peluang 

untuk meningkatkan sistem peradilan di Indonesia: 

1. Investasi di bidang teknologi dan konektivitas di daerah-daerah terpencil dapat 

menjembatani kesenjangan digital dan memastikan inklusivitas dalam layanan 

peradilan. 

2. Program pelatihan untuk pegawai pengadilan, pengacara, dan masyarakat dapat 

meningkatkan literasi digital dan memfasilitasi penggunaan sistem e-Court yang 

efektif. 

3. Memperbarui undang-undang untuk mengatasi masalah seperti penerimaan bukti 

digital dan pengambilan keputusan yang dibantu oleh AI dapat menjadi bukti 

peradilan di masa depan. 

4. Kampanye kesadaran dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap 

inisiatif peradilan digital, mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses 

peradilan digital. 

5. KESIMPULAN 

Penerapan peradilan digital di Indonesia telah secara signifikan meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem peradilan, dengan adopsi sistem e-Court yang 

menyederhanakan manajemen perkara, mengurangi penundaan prosedural, dan meminimalkan 

risiko korupsi. Terlepas dari kemajuan-kemajuan tersebut, tantangan seperti kesenjangan digital, 

infrastruktur yang terbatas, dan kesenjangan dalam kerangka hukum dan peraturan masih menjadi 

penghalang bagi adopsi yang lebih luas. Untuk memanfaatkan potensi keadilan digital sepenuhnya, 

investasi yang ditargetkan dalam infrastruktur digital dan program literasi sangat penting, di 

samping memperkuat langkah-langkah keamanan data dan memperbarui kerangka kerja peraturan 

untuk mengatasi masalah hukum dan etika yang muncul. Mengambil contoh dari praktik-praktik 

terbaik dunia dengan memprioritaskan inklusivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya akan 

semakin memberdayakan lembaga peradilan untuk melayani publik secara efektif. Studi ini 
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menyoroti potensi transformatif peradilan digital di Indonesia, mengadvokasi pendekatan yang 

seimbang yang memanfaatkan teknologi untuk memodernisasi sistem peradilan dengan tetap 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar keadilan dan akses terhadap keadilan. 
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